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BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1.
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan p.
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Meskipun kondisi perekonomian dan APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami tekanan yang cukup berat, akan tetapi secara umum realisasi kinerja APBD Kabupaten Purbalingga cukup baik meskipun sepanjang tahun 2020 harus melakukan pergeseran anggaran sebanyak 7 kali. Pergeseran ini dilakukan diantaranya untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, baik di sektor kesehatan, ekonomi maupun sosial.
Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.952.749.301.274,00 (103,36 persen), realisasi Belanja sebesar Rp1.500.418.873.732,00 (92,99 persen), dan realisasi Transfer sebesar Rp394.456.655.648,00 (99,24 persen). Realisasi belanja yang mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2020 antara lain Belanja Hibah dari semula hanya Rp26.241.821.443,00 di tahun 2019 menjadi Rp78.810.376.629,00 atau melonjak hingga 300 persen. Secara garis besar, realisasi kinerja keuangan Kabupaten Purbalingga tahun anggarna 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Realisasi Pendapatan-LRA
Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp1.952.749.301.274,00 atau mencapai 103,36 persen dari target Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020 sebesar Rp1.889.271.367.000,00 sehingga terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp63.477.934.274,00. Kelompok Pendapatan Daerah yang mengalami pelampauan target adalah Pendapatan BLUD pada kelompok Lain-Lain PAD yang Sah terutama yang berasal dari klaim tindakan penanganan pasien 
COVID-19.
Pelampauan terbesar berturut-turut terdapat di RSUD Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp63.351.405.492,00 atau mengalami pelampauan 126,70% dari target dalam APBD-P tahun anggaran 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan RSUD Panti Nugroho yang mengalamai pelampauan sebesar Rp14.683.328.019,00 atau mengalami pelampauan 83,76% dari target dalam APBD-P tahun anggaran 2020.
Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020
	Uraian
	2020
	2019

	
	 Anggaran (Rp) 
	 Realisasi (Rp) 
	Realisasi (Rp)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 PAD 
	256.466.315.000,00 
	313.618.688.781,00 
	305.996.806.188,00 

	 Pendapatan Transfer 
	1.532.610.752.000,00 
	1.539.129.862.493,00 
	1.674.265.467.954,00 

	 Lain-lain PD yang Sah 
	100.194.300.000,00 
	100.000.750.000,00 
	96.395.840.000,00 

	 Jumlah 
	1.889.271.367.000,00 
	1.952.749.301.274,00 
	2.076.658.114.142,00 


Lebih jauh, jika melihat perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016-2020, dapat dilihat bahwa secara  umum trend realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2020 yang memang sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.
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Gambar 3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp313.618.688.781,00 mengalami kenaikan 2,49 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp305.996.806.188,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan 
3,74 persen dari semula Rp96.395.840.000,00 di tahun 2019 menjadi Rp100.000.750.000,00 di tahun 2020. Hanya realisasi Pendapatan Transfer yang mengalami penurunan yaitu sebesar 8,07 persen dari semula Rp1.674.265.467.954,00 di tahun 2019 menjadi Rp1.539.129.862.493,00 di tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini. 
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Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber

Tahun 2016 - 2020
Dari komposisi Pendapatan Daerah di atas, terlihat bahwa Kabupaten Purbalingga masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal yang ditunjukkan dari relatif rendahnya Rasio Tinggat Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar 20,38 persen yang diperoleh dari perhitungan:
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Berdasarkan beberapa referensi, Rasio KKD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

	Kemandirian
	 Kemampuan Keuangan 

	0%-25%
	 Rendah Sekali 

	25%-50%
	 Rendah 

	50%-75%
	 Sedang 

	75%-100%
	 Tinggi 


Meskipun kemampuan keuangan Kabupaten Purbalingga masih termasuk kategori rendah sekali, namun rasio KKD mengalami peningkatan dari semula 18,28 persen di tahun 2019 menjadi 20,37 persen di tahun 2020. Demikian juga dilihat dari perkembangan rasio KKD tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang semakin baik, meskipun progress peningkatannya relatif sedikit namun secara umum terus menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.
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Gambar 3.4 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun 2016 - 2020
Rasio KKD yang semakin membaik dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator bahwa upaya optimalisasi potensi pendapatan asli daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sudah menunjukkan hasil yang positif dan berada pada jalur yang tepat. 

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu terus mengupayakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi guna mewujudkan cita-cita desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b. Realisasi Belanja-LRA

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun 2020 sebesar Rp1.894.875.529.380,00 atau mencapai 94,23 persen dari pagu anggaran dalam APBD-P tahun 2020. Secara umum, tingkat penyerapan anggaran relatif cukup baik karena berada di atas 90 persen dan secara capaian juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 meskipun jika dilihat dari sisi nilai realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai realisasi belanja tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.5 Ringkasan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2020
	Uraian
	2020
	 
	2019
	 
	2020 : 2019

	
	 Anggaran 
	 Realisasi 
	 Selisih Lebih/(Kurang) 
	Persentase Capaian 
	 
	 Realisasi 
	 
	Kenaikan/ (Penurunan)
	Persentase

	(1)
	 (2) 
	 (3) 
	 (4) 
	 (5) 
	 
	 (6) 
	 
	 (7) 
	 (8) 

	Belanja Operasi
	1.442.856.472.000,00 
	1.360.171.409.712,00 
	 (82.685.062.288,00)
	94,27
	 
	1.438.969.577.302,00 
	 
	 (78.853.817.590,00)
	         (5,48)

	Belanja Modal
	157.973.737.000,00 
	130.334.116.841,00 
	 (27.639.620.159,00)
	82,50
	
	262.136.781.292,00 
	
	(131.802.664.451,00)
	       (50,28)

	Belanja Tak Terduga
	12.651.358.000,00 
	9.913.347.179,00 
	 (2.738.010.821,00)
	78,36
	
	206.810.430,00 
	
	9.706.536.749,00 
	    4.693,45 

	Transfer
	397.483.561.000,00 
	394.456.655.648,00 
	 (3.026.905.352,00)
	99,24
	 
	361.414.681.400,00 
	 
	33.041.974.248,00 
	          9,14 

	Jumlah
	2.010.965.128.000,00 
	1.894.819.879.380,00 
	(116.145.248.620,00)
	94,22
	 
	2.062.727.850.424,00 
	 
	(167.907.971.044,00)
	         (8,14)


Jika dilihat pada tabel di atas, Belanja Operasi masih menjadi komponen belanja yang paling dominan dari total belanja dan transfer dengan rasio mencapai 71,78 persen. Dalam rentang periode 5 (lima) tahun ke belakang atau periode tahun 2016 hingga tahun 2020, proporsi Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Transfer menunjukkan kecenderungan yang terus meningka. 
Di sisi lain, proporsi Belanja Modal justru menujukkan kecenderungan yang terus menurun setiap tahun dengan penurunan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020 yang mencapai Rp131.802.664.451,00 atau turun 50,28% dari realisasi tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.
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Gambar 3.6 Perkembangan Proporsi Kelompok Belanja terhadap Total Belanja Daerah
Tahun 2016 - 2020
Proporsi belanja modal yang semakin menurun tersebut tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena belanja modal menjadi salah satu indikator sampai sejauh mana APBD bisa memenuhi sala satu fungsi yaitu fungsi alokasi yaitu APBD harus mampu mengurangi pemborosan dalam segala jenis pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian negara. Pada prosesnya, fungsi alokasi ini dijalankan dengan memanfaatkan kualitas sumber daya, efektivitas, dan efisiensi perekonomian, terutama melalui belanja modal yang dilaksanakan.

Belanja modal menjadi salah satu instrumen utama untuk menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga ke depan, alokasi belanja modal perlu terus ditingkatkan.
Jika dilihat perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan trend yang cukup baik terlihat dari persentase realisasi Belanja Daerah yang terus meningkat dari semula sebesar 86,86 persen di tahun 2016 menjadi 93,23 persen di tahun 2019 atau secara agregat mengalami peningkatan sebesar 6,36 persen sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.3 di atas.

Dengan realisasi belanja yang optimal, seluruh operasional pemerintah daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa semakin baik sehingga APBD bisa memenuhi seluruh fungsinya terutama perencanaan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.
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Gambar 3.7 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2016 - 2020
1) Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi
Sesuai dengan PSAP No. 2 Akuntansi Belanja, belanja pemerintah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020 menurut fungsi Pemerintahan dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi yang terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial

Realisasi belanja menurut fungsi tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 3.8 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2020
	Fungsi
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	 Kontribusi (Persen) 

	
	
	Nilai
	Persen
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Pelayanan Umum
	714.116.256.000,00 
	693.453.126.645,00 
	97,11 
	         36,60 

	Ketertiban dan Keamanan
	14.215.811.000,00 
	13.606.408.297,00 
	95,71 
	           0,72 

	Ekonomi
	102.259.256.000,00 
	91.650.984.366,00 
	89,63 
	           4,84 

	Lingkungan Hidup
	22.282.846.000,00 
	18.395.150.099,00 
	82,55 
	           0,97 

	Perumahan dan Fasilitas Umum
	92.438.296.000,00 
	76.581.971.117,00 
	82,85 
	           4,04 

	Kesehatan
	356.957.440.000,00 
	348.652.518.093,00 
	97,67 
	         18,40 

	Pariwisata dan Budaya
	5.039.248.000,00 
	4.522.524.662,00 
	89,75 
	           0,24 

	Pendidikan
	688.017.098.000,00 
	632.888.859.367,00 
	91,99 
	         33,40 

	Perlindungan Sosial
	15.638.877.000,00 
	15.068.336.734,00 
	96,35 
	           0,80 

	 
	Jumlah
	2.010.965.128.000,00 
	1.894.819.879.380,00 
	94,22 
	100,00 


Tahun ini, untuk pertama kalinya realisasi belanja fungsi pelayanan umum menjadi yang terbesar yaitu Rp693.453.126.645,00 atau 36,60 persen dari total Belanja Daerah tahun 2020. Belanja fungsi Pendidikan berada di posisi kedua dengan realiasi sebesar Rp632.888.859.367,00 atau 33,40 persen. Sedangkan porsi terkecil disumbangkan oleh belanja pada fungsi Pariwisata dan Budaya yang hanya berkontribusi sebesar 0,24 persen.

Peningkatan proporsi belanja fungsi Pelayanan Umum dari semula Rp659.027.899.411,00 di tahun 2019 menjadi Rp693.453.126.645,00 di tahun 2020 terjadi karena adanya realisasi belanja hibah yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga dengan total sebesar Rp41.138.496.000,00. 
Secara lengkap, komposisi realisasi Belanja Daerah tahun 2020 berdasarkan fungsi dapat disajikan sebagaimana grafik di bawah.
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Gambar 3.9 Grafik Komposisi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Tahun 2020

Jika dilihat perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dari tahun 2016-2020, kondisinya relatif bervariasi dan fluktuatif, ada kalanya meningkat di tahun tertentu, namun kemudian juga bisa mengalami penurunan di tahun yang lain. Misalnya adalah belanja fungsi Ketertiban dan Keamanan di tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017, tetapi kemudian menurun di tahun 2019. Berbeda lagi dengan belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang trend-nya terus mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dari taun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel di bawah.
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016-2020

	Fungsi
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Pelayanan Umum
	461.668.772.535,00 
	556.841.739.160,00 
	600.509.908.466,00 
	659.027.899.511,00 
	693.453.126.645,00 

	Ketertiban dan Keamanan
	12.340.886.279,00 
	13.279.182.178,00 
	18.620.433.234,00 
	17.416.479.440,00 
	13.606.408.297,00 

	Ekonomi
	129.552.252.560,00 
	122.735.111.962,00 
	96.178.339.731,00 
	105.810.311.540,00 
	91.650.984.366,00 

	Lingkungan Hidup
	10.186.912.235,00 
	16.570.383.626,00 
	29.446.813.141,00 
	29.065.402.916,00 
	18.395.150.099,00 

	Perumahan dan Fasilitas Umum
	231.699.748.267,00 
	292.248.800.970,00 
	187.051.080.403,00 
	159.516.263.708,00 
	76.581.971.117,00 

	Kesehatan
	304.091.429.000,00 
	296.302.234.972,00 
	323.957.378.201,00 
	356.525.560.488,00 
	348.652.518.093,00 

	Pariwisata dan Budaya
	10.816.055.650,00 
	7.478.356.568,00 
	12.848.893.247,00 
	12.721.278.132,00 
	4.522.524.662,00 

	Pendidikan
	635.052.014.640,00 
	680.366.143.818,00 
	639.891.032.847,00 
	705.675.301.084,00 
	632.888.859.367,00 

	Perlindungan Sosial
	17.754.066.302,00 
	27.944.058.155,00 
	16.404.553.280,00 
	16.969.353.605,00 
	15.068.336.734,00 

	Jumlah
	1.813.162.137.468,00 
	2.013.766.011.409,00 
	1.924.908.432.550,00 
	2.062.727.850.424,00 
	1.894.819.879.380,00 


2) Belanja Pemerintah Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sosial.

Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi urusan Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Belanja Urusan Pilihan meliputi urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi urusan Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan.

Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2020 sebesar Rp1.067.648.313.673,00 atau 93,08 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.146.963.483.000,00.

Realisasi Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2020 sebesar Rp93.411.788.080,00 atau 92,14 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp101.380.542.000,00. 

Realisasi Belanja Urusan Pilihan Tahun 2020 sebesar Rp61.808.159.636,00 atau 87,42 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp70.704.470.000,00.

Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp671.951.617.991,00 atau 97,11 persen dari anggaran yang ditetapkan dalan APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp691.916.633.000,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2020
	Uraian
	2020
	 
	2019
	 
	2020 : 2019

	
	 Anggaran 
	 Realisasi 
	 Selisih Lebih/(Kurang) 
	 Persentase Capaian 
	 
	 Realisasi 
	 
	Kenaikan/ (Penurunan)
	Persentase

	(1)
	 (2) 
	 (3) 
	 (4) 
	 (5) 
	 
	 (6) 
	 
	 (7) 
	 (8) 

	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
	1.146.963.483.000,00 
	1.067.648.313.673,00 
	 (79.315.169.327,00)
	          93,08 
	
	1.224.115.246.480,00 
	
	(156.466.932.807,00)
	       (12,78)

	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
	101.380.542.000,00 
	93.411.788.080,00 
	 (7.968.753.920,00)
	          92,14 
	
	134.750.465.861,00 
	
	 (41.338.677.781,00)
	       (30,68)

	Urusan Pilihan
	70.704.470.000,00 
	61.808.159.636,00 
	 (8.896.310.364,00)
	          87,42 
	
	     66.977.885.369,00 
	
	 (5.169.725.733,00)
	         (7,72)

	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
	691.916.633.000,00 
	671.951.617.991,00 
	 (19.965.015.009,00)
	          97,11 
	
	636.884.252.714,00 
	
	35.067.365.277,00 
	          5,51 

	Jumlah
	2.010.965.128.000,00 
	1.894.819.879.380,00 
	(116.145.248.620,00)
	          94,22 
	 
	2.062.727.850.424,00 
	 
	(167.907.971.044,00)
	         (8,14)


Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja semua 
urusan pemerintah daerah mengalami penurunan di tahun 2020, kecuali realisasi belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang justru mengalami peningkatan sebesar Rp35.067.365.277,00 atau naik 5,51 persen dari semula Rp636.884.252.714,00 di tahun 2019 menjadi Rp671.951.617.991,00 di tahun 2020.

Dilihat dari komposisinya, realisasi belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar memberikan kontribusi terbesar terhadap total belanja daerah Kabupaten Purbaligga tahun 2020 yaitu sebesar 56,35 persen sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.
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Gambar 3.12 Komposisi Belanja Daerah berdasarkan Urusan

Tahun 2020
Jika dilihat perkembangan realisasi belanja berdasarkan urusan dari tahun 2016-2020, kondisinya relatif bervariasi dan fluktuatif, ada kalanya meningkat di tahun tertentu, namun kemudian juga bisa mengalami penurunan di tahun yang lain. Misalnya adalah belanja Urusan Pilihan di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, tetapi kemudian meningkat di tahun 2019 dan menurun kembali di tahun 2020. Hanya Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang trend-nya terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Perkembangan realisasi belanja berdasarkan urusan dari tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel di bawah.
Tabel 3.13 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 
Tahun 2017-2020

	Urusan
	2017
	2018
	2019
	2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
	1.292.003.507.098,00 
	1.165.738.629.709,00 
	1.224.115.246.480,00 
	1.067.648.313.673,00 

	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
	125.344.610.065,00 
	125.498.736.470,00 
	134.750.465.861,00 
	93.411.788.080,00 

	Urusan Pilihan
	58.981.298.412,00 
	51.569.227.175,00 
	66.977.885.369,00 
	61.808.159.636,00 

	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
	537.436.595.834,00 
	582.101.839.196,00 
	636.884.252.714,00 
	671.951.617.991,00 

	Jumlah
	2.013.766.011.409,00 
	1.924.908.432.550,00 
	2.062.727.850.424,00 
	1.894.819.879.380,00 


3) Belanja Pemerintah Daerah Menurut Kelompok Belanja

Sesuai dengan BULTEK Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, berdasarkan kelompoknya, Belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/ kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung sedangkan sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2020 mencapai Rp1.216.904.850.846,00 atau 95,68 persen dari APBD-P TA-2020 sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp677.915.028.534,00 atau 91,72 persen dari APBD-P TA-2020. Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2020 berkontribusi sebesar 64,22 persen dari total Belanja Daerah sedangkan Belanja Langsung berkontribusi sebesar 35,78 persen sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Tahun 2020
	Uraian
	2020
	 
	2019
	 
	2020 : 2019

	
	 Anggaran 
	 Realisasi 
	 Selisih Lebih/(Kurang) 
	 Persentase Capaian 
	 
	 Realisasi 
	 
	Kenaikan/ (Penurunan)
	Persentase

	(1)
	 (2) 
	 (3) 
	 (4) 
	 (5) 
	 
	 (6) 
	 
	 (7) 
	 (8) 

	Belanja Tidak Langsung
	1.271.877.873.000,00 
	1.216.904.850.846,00 
	 (54.973.022.154,00)
	95,68 
	
	1.181.395.992.816,00 
	
	35.508.858.030,00 
	          3,01 

	Belanja Langsung
	739.087.255.000,00 
	677.915.028.534,00 
	 (61.172.226.466,00)
	91,72 
	 
	881.331.857.608,00 
	 
	(203.416.829.074,00)
	       (23,08)

	Jumlah
	2.010.965.128.000,00 
	1.894.819.879.380,00 
	(116.145.248.620,00)
	 94,22 
	 
	2.062.727.850.424,00 
	 
	(167.907.971.044,00)
	         (8,14)


Jika dilihat perkembangan realiasi belanja tidak langsung tahun 2017-2020, nilainya cenderung terus mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2019 yang mencapai Rp54.681.895.133,00 atau naik 4,85 persen dari realiasi tahun 2018. 

Sedangkan realisasi Belanja Langsung secara umum cukup dinamis, di tahun 2017 dan 2019 mengalami kenaikan akan tetapi di tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada grafik dibawah. Khusus untuk penurunan Belanja Langsung di tahun 2020, hal ini terjadi karena kondisi APBD yang difokuskan untuk penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 sehingga dilakukan banyak realokasi dan refocusing belanja.
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Gambar 3.15 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok

Tahun 2016-2020
c. Realisasi Belanja Khusus dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan Covid-19

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya melakukan 2 (dua) kebijakan terkait dengan aspek pendanaan dan pembiayaan kegiatan, yaitu:

1) Mengalokasikan anggaran belanja langsung penanganan Covid-19 untuk:

· Penanganan dampak kesehatan;

· Penanganan dampak ekonomi; dan

· Jaring pengaman sosial

2) Mengalokasikan anggaran belanja tak terduga untuk penanganan Covid-19

Kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai pelaksanaan atas beberapa kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa regulasi yang diterbitkan, antara lain:

1) Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2) PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
3) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ – 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

4) SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui APBD Perubahan maupun pergeseran APBD yang selama tahun 2020 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali. Dari 7 (tujuh) kali pergeseran APBD yang dilakukan di tahun 2020, 3 (tiga) diantaranya merupakan pergeseran APBD yang dilakukan dalam rangka mengakomodasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk penanganan pandemi Covid-19.
Total anggaran yang dialokasikan dalam rangka penanganan dan penganggulangan dampak Covid-19 mengalami perubahan seiring dengan perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Sampai dengan APBD Perubahan TA-2020, total alokasi anggaran penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp49.190.504.296,00 yang terdiri dari 
(i) alokasi anggaran untuk penanganan bidang kesehatan sebesar Rp20.466.388.296,00, (ii) penanganan dampak ekonomi sebesar Rp3.148.815.000,00 dan (iii) jaring pengaman sosial sebesar Rp25.575.301.000,00. Total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp49.190.504.296,00 termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran belanja tak terduga sebesar Rp12.102.102.000,00.

Secara rinci, perkembangan alokasi anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap I
Pada tahap pertama, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pemanfaatan SILPA tahun anggaran 2019 dalam rangka mendukung kegiatan penanganan dampak covid-19 yang difokuskan pada penanganan dampak kesehatan. Pendanaan tahap I ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.

Total anggaran yang dialokasikan pada tahap I adalah sebesar Rp3.898.551.000,00

2. Tahap II

Pada pendanaan tahap II, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan refocusing pertama dengan diterbitkannya Perbup Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. 

Refocusing tahap pertama dilakukan untuk memperoleh pendanaan kegiatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan JPS yang dicukupi dengan melakukan efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas.

Total anggaran yang dialokasikan sampai dengan refocusing tahap pertama adalah sebesar Rp34.799.939.390,00 yang terdiri dari pendanaan untuk penanganan dampak kesehatan sebesar Rp23.421.329.390,00, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp778.000.000,00, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp10.600.610.000,00

3. Tahap III

Pada pendanaan tahap III, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan refocusing kedua dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. 

Refocusing tahap kedua ini dilakukan untuk memperoleh pendanaan kegiatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan JPS dengan melakukan efisiensi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Total anggaran yang dialokasikan sampai dengan refocusing tahap kedua ini adalah adalah sebesar Rp77.351.656.000,00 yang terdiri dari pendanaan untuk penanganan dampak kesehatan sebesar Rp45.486.782.000,00, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp3.763.500.000,00, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp28.101.374.000,00.
4. Tahap IV

Pada pendanaan tahap IV, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020. 

Pada Perubahan APBD TA-2020, dilakukan penyesuaian besaran anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan realisasi belanja yang sudah dikeluarkan dan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun.

Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 sampai dengan Perubahan APBD TA-2020 adalah sebesar Rp49.190.504.296 yang terdiri dari pendanaan untuk penanganan dampak kesehatan sebesar Rp20.466.388.296,00, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp3.148.815.000,00, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp25.575.301.000,00.

Sehingga secara keseluruhan, rekapitulasi perkembangan alokasi anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 pada APBD Kabupaten Purbalingga TA-2020 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.16 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020

	Tahap
	Penanganan Kesehatan
	Penanganan Dampak Ekonomi
	Jaring Pengaman Sosial
	Total
	Keterangan

	Tahap I
	  3.898.551.000,00 
	                       -   
	                        -   
	   3.898.551.000,00 
	Pemanfaatan SiLPA

	Tahap II
	23.421.329.390,00 
	778.000.000,00 
	10.600.610.000,00 
	 34.799.939.390,00 
	Refocusing I

	Tahap III
	45.486.782.000,00 
	3.763.500.000,00 
	28.101.374.000,00 
	 77.351.656.000,00 
	Refocusing II

	Tahap IV
	20.466.388.296,00 
	3.148.815.000,00 
	25.575.301.000,00 
	 49.190.504.296,00 
	Perubahan APBD


Dari total anggaran penanganan Covid-19 tersebut, nilai realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.475.768.328,00 atau mencapai 92,45 persen dari pagu anggaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.
Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan Covid-19 Taun 2020

	Kegiatan
	Anggaran
	Realisasi
	Persen

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Penanganan Kesehatan
	20.466.388.296,00
	17.155.731.911,00
	83,82%

	Penanganan Dampak Ekonomi
	3.148.815.000,00
	3.143.814.568,00
	99,84%

	Jaring Pengaman Sosial
	25.575.301.000,00
	25.176.221.849,00
	98,44%

	Total
	49.190.504.296,00
	45.475.768.328,00
	92,45%


Realisasi belanja kegiatan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp3.143.814.568,00 atau 99,84 persen dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.
Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19

Tahun 2020

	Uraian
	Anggaran
	Realisasi
	Persen
	SKPD Pelaksana

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Gelar Produk UMKM (pembelian masker UMKM)
	         15.000.000,00 
	15.000.000,00 
	100,00 
	Dinkop UKM

	Pengelolaan BLK (pembuatan APD dan masker)
	       750.000.000,00 
	750.000.000,00 
	100,00 
	Dinnaker

	Subsidi Bunga UMKM
	    1.000.000.000,00 
	995.000.000,00 
	99,50 
	Bakeuda

	Subsidi PDAM
	    1.383.815.000,00 
	1.383.814.568,00 
	100,00 
	Bakeuda

	Jumlah
	    3.148.815.000,00 
	3.143.814.568,00 
	99,84 
	 


Realisasi belanja kegiatan penanganan dampak ekonomi tersebut terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Subsidi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.
Tabel 3.19 Realisasi Belanja Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 Per Jenis Belanja
Tahun 2020
	Uraian Belanja
	Realisasi

	(1)
	(2)

	Belanja Barang dan Jasa
	765.000.000,00 

	Belanja Bahan Pakai Habis
	15.000.000,00 

	Belanja Bahan/ Material
	726.000.000,00 

	Belanja Makanan Dan Minuman
	24.000.000,00 

	Belanja Subsidi
	2.378.814.568,00 

	Belanja Subsidi
	1.383.814.568,00 

	Belanja Subsidi Bunga
	995.000.000,00 

	Jumlah
	3.143.814.568,00 


Sedangkan untuk realisasi belanja kegiatan jaring pengaman sosial sebesar Rp25.176.221.849,00 atau 98,44 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp25.575.301.000,00. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) SKPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian, DinsosdaldukKBP3A dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.
Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19

Tahun 2020

	Uraian
	Anggaran
	Realisasi
	Persen
	SKPD Pelaksana

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Peningkatan Akses Pangan Masyarakat (bantuan bahan pangan untuk warga terdampak
	2.482.200.000,00 
	2.095.610.200,00 
	84,43 
	DKPP

	Fasilitasi Lembaga Cadangan Pangan (pengadaan gabah untuk warga terdampak)
	102.950.000,00 
	102.896.750,00 
	99,95 
	DKPP

	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok (bantuan bahan pangan untuk warga terdampak)
	21.922.154.000,00 
	21.914.120.854,00 
	99,96 
	Dinperindag

	Bantuan bahan pangan untuk warga terdampak (Belanja Tak terduga)
	825.007.000,00 
	825.006.795,00 
	100,00 
	Dinperindag

	Pengendalian Inflasi Daerah (pembelian bahan pangan untuk warga terdampak)
	54.400.000,00 
	54.297.250,00 
	99,81 
	Bag. Perekonomian

	Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (bahan pangan untuk warga terdampak)
	93.750.000,00 
	89.450.000,00 
	95,41 
	DinsosdaldukKBP3A

	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender ( P2MBG ) (Pengadaan bahan pangan untuk warga terdampak)
	94.840.000,00 
	94.840.000,00 
	100,00 
	Dinpermasdes

	Jumlah
	25.575.301.000,00 
	25.176.221.849,00 
	98,44 
	 


Realisasi belanja kegiatan jaring pengaman sosial tersebut terdiri dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Tak Terduga sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.21 Realisasi Belanja Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19 per Rekening Belanja
Tahun 2020

	Uraian Belanja
	Realisasi

	(1)
	(2)

	Belanja Barang dan Jasa
	24.351.215.054,00 

	Belanja Bahan Pakai Habis
	5.748.000,00 

	Belanja Bahan/ Material
	24.156.345.304,00 

	Belanja Jasa Kantor
	9.710.000,00 

	Belanja Cetak dan Penggandaan
	44.967.000,00 

	Belanja Makanan Dan Minuman
	15.542.500,00 

	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
	20.800.000,00 

	Belanja Perjalanan Dinas
	98.102.250,00 

	Belanja Tak Terduga
	825.006.795,00 

	Belanja Tak Terduga
	825.006.795,00 

	Jumlah
	25.176.221.849,00 


Untuk kegiatan di bidang kesehatan, realisasi belanja sebesar Rp17.155.731.911,00 atau 83,82 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp20.466.388.296,00. Realisasi anggaran tersebut merupakan realisasi kegiatan pada beberapa SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 3.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanggulangan Dampak Kesehatan Akibat Covid-19
Tahun 2020

	Kegiatan
	 Anggaran 
	 Realisasi 
	Persen 
	SKPD Pelaksana

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Belanja Tak Terduga
	   11.277.095.205,00 
	   8.726.287.654,00 
	77,38 
	Bakeuda

	Penanganan Covid-19
	    1.439.616.000,00 
	   1.340.771.337,00 
	93,13 
	Dinas Kesehatan

	Pengamanan di Posko Perbatasan
	       550.452.000,00 
	      529.482.840,00 
	96,19 
	Dinas Perhubungan

	Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
	       100.000.000,00 
	        97.416.000,00 
	97,42 
	Dinas Perhubungan

	Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas
	       168.000.000,00 
	      161.250.000,00 
	 95,98 
	Dinas Perhubungan

	Posko Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kabupaten
	       292.040.000,00 
	      273.100.250,00 
	93,51 
	BPBD

	Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK Non Fisik) (Penyediaan masker, hand sanitizer, disinfektan)
	       258.616.000,00 
	      258.215.350,00 
	99,85 
	Dinpendukcapil

	Gugus tugas tingkat kecamatan
	       875.752.000,00 
	      863.990.900,00 
	98,66 
	Kecamatan

	Gugus tugas tingkat kelurahan (posko gugus tugas kelurahan, pengadaan APD, penyediaan ruang karantina)
	    1.049.028.000,00 
	      983.400.500,00 
	93,74 
	Kelurahan

	Bantuan Operasional Kesehatan (penyediaan APD dan bahan pelayanan kesehatan, makanan tambahan, monitoring OPD & PDP, publikasi)
	    2.869.938.403,00 
	   2.588.871.957,00 
	90,21 
	Puskesmas

	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu (penyediaan APD, bahan pelayanan kesehatan)
	         30.954.090,00 
	        30.302.817,00 
	97,90 
	Puskesmas

	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD (penyediaan APD dan bahan pelayanan kesehatan)
	    1.425.093.145,00 
	   1.193.097.412,00 
	83,72 
	Puskesmas

	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan
	       129.803.453,00 
	      109.544.894,00 
	84,39 
	Puskesmas

	Total
	   20.466.388.296,00 
	17.155.731.911,00 
	83,82 
	 


Realisasi belanja kegiatan bidang kesehatan tersebut di atas terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.23 Realisasi Belanja Penanggulangan Dampak Kesehatan Akibat Covid-19 per Rekening Belanja
Tahun 2020

	Uraian Belanja
	Realisasi

	(1)
	(2)

	Belanja Pegawai
	1.694.875.000,00 

	Honorarium PNS
	1.677.755.000,00 

	Honorarium Non PNS
	17.120.000,00 

	Belanja Barang dan Jasa
	6.403.860.202,00 

	Belanja Bahan Pakai Habis
	68.382.408,00 

	Belanja Bahan/Material
	4.929.511.719,00 

	Belanja Jasa Kantor
	181.396.800,00 

	Belanja Cetak dan Penggandaan
	41.867.500,00 

	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	4.000.000,00 

	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
	5.800.000,00 

	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
	36.560.000,00 

	Belanja Makanan dan Minuman
	599.320.300,00 

	Belanja Perjalanan Dinas
	472.355.000,00 

	Belanja Pemeliharaan
	50.966.475,00 

	Belanja Hibah Barang atau Jasa
	13.700.000,00 

	Belanja Modal
	330.709.055,00 

	BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
	72.587.054,00 

	BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
	67.500.000,00 

	BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
	68.525.001,00 

	BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium
	17.631.000,00 

	BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
	7.050.000,00 

	BM Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
	97.416.000,00 

	Belanja Tak Terduga
	8.726.287.654,00 

	Belanja Tak Terduga
	8.726.287.654,00 

	Jumlah
	17.155.731.911,00 


Secara keseluruhan, di Kabupaten Purbalingga terdapat 73 SKPD yang terlibat dalam kegiatan penanganan dampak pandemik Covid-19 di tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.
Tabel 3.24 Realisasi Belanja Penanggulangan Covid-19 per SKPD
Tahun 2020

	No
	SKPD
	 Anggaran
	 Realisasi 
	%

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4:3)

	1
	Dinas Kesehatan
	5.135.731.046,00 
	4.972.503.872,00 
	96,82 

	2
	RSUD Goetheng Taroenadibrata
	2.935.721.000,00 
	2.930.443.089,00 
	99,82 

	3
	RSUD Panti Nugroho
	250.000.000,00 
	203.754.015,00 
	81,50 

	4
	Dinas Perumahan dan Permukiman
	58.998.000,00 
	58.998.000,00 
	100,00 

	5
	Satuan Polisi Pamong Praja
	432.840.500,00 
	432.840.500,00 
	100,00 

	6
	Pelaksana BPBD
	1.871.674.350,00 
	1.688.074.765,00 
	90,19 

	7
	Dinas Sosial, Pendendalian Penduduk dan KB, P3A
	93.750.000,00 
	89.450.000,00 
	95,41 

	8
	Dinas Tenaga Kerja
	750.000.000,00 
	750.000.000,00 
	100,00 

	9
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.585.150.000,00 
	2.198.506.950,00 
	85,04 

	10
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	258.616.000,00 
	258.215.350,00 
	99,85 

	11
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	94.840.000,00 
	94.840.000,00 
	100,00 

	12
	Dinas Perhubungan
	 818.452.000,00 
	788.148.840,00 
	96,30 

	13
	Dinas Koperasi dan UKM
	15.000.000,00 
	15.000.000,00 
	100,00 

	14
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	10.740.000,00 
	10.740.000,00 
	100,00 

	15
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	22.747.160.795,00 
	22.739.127.649,00 
	99,96 

	16
	Bagian Perekonomian
	54.400.000,00 
	54.297.250,00 
	99,81 

	17
	Bagian Humas dan Protokol
	42.805.000,00 
	42.805.000,00 
	100,00 

	18
	Badan Keuangan Daerah
	4.654.056.514,00 
	2.378.814.568,00 
	51,11 

	19-41
	Puskesmas (23)
	4.455.789.091,00 
	3.921.817.080,00 
	88,02 

	42-59
	Kecamatan (18)
	875.752.000,00 
	863.990.900,00 
	98,66 

	60-73
	Kelurahan (14)
	1.049.028.000,00 
	983.400.500,00 
	93,74 

	 
	Jumlah 
	49.190.504.296,00 
	45.475.768.328,00 
	92,45 


Rincian realisasi belanja penanganan Covid-19 per SKPD dan per rekening belanja sebagaimana disajikan pada Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
III.2.
HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN
Bencana kemanusiaan internasional berupa Pandemi Covid-19 telah menekan APBN dan juga APBD sangat dalam sehingga banyak kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 tidak bisa direalisasikan. Jika dilihat dari postur APBD dan APBD-Perubahan, terdapat perubahan yang sangat signifikan baik dari sisi target pendapatan maupun rencana belanja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 3.24 Perbandingan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2020
	Kode
	Uraian
	APBD
	APBD-P
	Selisih
	Persen

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Pendapatan
	2.042.708.319.000,00 
	1.889.271.367.000,00 
	(153.436.952.000,00)
	(7,51)

	1 . 1
	Pendapatan Asli Daerah
	284.009.239.000,00 
	256.466.315.000,00 
	(27.542.924.000,00)
	(9,70)

	1 . 2
	Dana Perimbangan
	1.274.999.202.000,00 
	1.147.061.410.000,00 
	(127.937.792.000,00)
	(10,03)

	1 . 3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	483.699.878.000,00 
	485.743.642.000,00 
	2.043.764.000,00 
	0,42 

	2
	Belanja
	2.095.813.319.000,00 
	2.010.965.128.000,00 
	(84.848.191.000,00)
	(4,05)

	2 . 1
	Belanja Tidak Langsung
	1.281.187.859.000,00 
	1.271.877.873.000,00 
	(9.309.986.000,00)
	(0,73)

	2 . 2
	Belanja Langsung
	814.625.460.000,00 
	739.087.255.000,00 
	(75.538.205.000,00)
	(9,27)


Tabel di atas menunjukkan bahwa angka target pendapatan pada APBBD Perubahan 
TA-2020 mengalami koreksi yang sangat besar yaitu Rp153.436.952.000,00 atau 7,51 persen sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi di tahun anggaran 2019 dimana target pendapatan dalam APBD Perubahan justru mengalami kenaikan sebesar Rp39.300.414.000,00 atau naik 1,91 persen. 

Penurunan target pendapatan pada APBD Perubahan TA-2020 dilakukan karena adanya pemotongan dana transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 dan juga penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah akibat dampak pandemi Covid-19. Penurunan alokasi transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 3.25 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pada APBD dan APBD Perubahan TA-2020

	Uraian
	APBD
	APBD Perubahan
	Pemotongan
	Persen

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
	1.308.779.932.000,00 
	1.177.740.004.000,00 
	(131.039.928.000,00)
	(10,03)

	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	25.572.950.000,00 
	27.015.516.000,00 
	1.442.566.000,00 
	5,64 

	Dana Alokasi Umum
	934.782.107.000,00 
	847.952.218.000,00 
	(86.829.889.000,00)
	(9,29)

	Dana Alokasi Khusus
	314.644.145.000,00 
	272.093.676.000,00 
	(42.550.469.000,00)
	(13,52)

	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	33.780.730.000,00 
	30.678.594.000,00 
	(3.102.136.000,00)
	(9,18)

	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
	112.992.776.000,00 
	106.774.776.000,00 
	(6.218.000.000,00)
	12,79 

	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	112.992.776.000,00 
	91.742.776.000,00 
	(21.250.000.000,00)
	(18,81)

	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	0,00 
	15.032.000.000,00 
	15.032.000.000,00 
	0,00 


Demikian juga dengan rencana belanja pada ABPD Perubahan tahun 2020 yang mengalami pemangkasan sebesar Rp84.848.191.000,00 atau 4,05 persen dari APBD awal. Kondisi ini juga berbeda jauh dengan kondisi pada tahun anggaran 2019 dimana pagu belanja APBD Perubahan TA-2019 justru meningkat signifikan yaitu sebesar Rp111.308.846.000,00 atau meningkat 5,30 persen.

Selain pemotongan transfer ke daerah dan pemotongan pagu belanja pada APBD Perubahan TA-2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga melakukan realokasi / refocusing belanja dalam rangka dukungan pendanaan untuk penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, terutama di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. 
Dengan adanya realokasi dan refocusing anggaran tersebut, pagu seluruh SKPD baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dilakukan penyesuaian. SKPD yang mengalami pengurangan anggaran terbesar dari sisi nilai adalah Dinas Pekerjaan Umum dengan pengurangan anggaran sebesar Rp58.921.641.000,00 atau 44,90 persen sedangkan jika dilihat dari sisi persentasenya, SKPD dengan pengurangan anggaran terbesar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan persentase pengurangan mencapai 67,99 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. 
Tabel 3.26 Daftar SKPD dengan Nilai Pengurangan Anggaran Terbesar
Pada APBD Perubahan TA-2020
	No
	SKPD
	 APBD 
	 APBD-P 
	 Penambahan/ (Pengurangan) 

	
	
	
	
	 Nilai 
	 Persen 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	DPU PR
	131.219.225.000,00 
	72.297.584.000,00 
	(58.921.641.000,00)
	 (44,90)

	2
	Dinporapar
	22.264.002.000,00 
	7.126.406.000,00 
	(15.137.596.000,00)
	 (67,99)

	3
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	567.164.917.000,00 
	556.203.136.000,00 
	(10.961.781.000,00)
	 (1,93)

	4
	Dinas Pertanian
	31.033.184.000,00 
	21.893.256.000,00 
	(9.139.928.000,00)
	 (29,45)

	5
	BKPPD
	12.738.188.000,00 
	6.354.186.000,00 
	(6.384.002.000,00)
	 (50,12)

	6
	RSUD Goeteng Taroenadibrata
	132.699.203.000,00 
	128.271.022.000,00 
	(4.428.181.000,00)
	 (3,34)

	7
	Dinas Kesehatan
	58.781.046.000,00 
	55.297.791.000,00 
	(3.483.255.000,00)
	 (5,93)

	8
	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	12.886.643.000,00 
	10.332.725.000,00 
	 (2.553.918.000,00)
	 (19,82)

	9
	DinsosdaldukKBP3A
	17.569.473.000,00 
	15.203.522.000,00 
	2.365.951.000,00)
	 (13,47)

	10
	Bappelitbangda
	8.215.846.000,00 
	6.423.290.000,00 
	 (1.792.556.000,00)
	 (21,82)


Tabel 3.27 Daftar SKPD dengan Persentase Pengurangan Anggaran Terbesar
Pada APBD Perubahan TA-2020
	No
	SKPD
	 APBD 
	 APBD-P 
	 Penambahan/ (Pengurangan) 

	
	
	
	
	 Nilai 
	 Persen 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Dinporapar
	22.264.002.000,00 
	     7.126.406.000,00 
	(15.137.596.000,00)
	 (67,99)

	2
	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	662.653.000,00 
	        288.424.000,00 
	 (374.229.000,00)
	 (56,47)

	3
	Bagian Perekonomian
	1.263.018.000,00 
	        606.412.000,00 
	 (656.606.000,00)
	 (51,99)

	4
	BKPPD
	12.738.188.000,00 
	     6.354.186.000,00 
	 (6.384.002.000,00)
	 (50,12)

	5
	Bagian Administrasi Pembangunan
	783.608.000,00 
	        403.402.000,00 
	 (380.206.000,00)
	 (48,52)

	6
	DPU PR
	131.219.225.000,00 
	   72.297.584.000,00 
	(58.921.641.000,00)
	 (44,90)

	7
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	1.005.156.000,00 
	        586.387.000,00 
	 (418.769.000,00)
	 (41,66)

	8
	Bagian Hukum
	1.662.000.000,00 
	     1.020.275.000,00 
	 (641.725.000,00)
	 (38,61)

	9
	TK Negeri Pembina Bukateja
	121.000.000,00 
	         79.433.000,00 
	 (41.567.000,00)
	 (34,35)

	10
	Bagian Pemerintahan
	1.386.274.000,00 
	        935.698.000,00 
	 (450.576.000,00)
	 (32,50)


Diantara kegiatan yang sangat terdampak dengan pemotongan anggaran tersebut antara lain:

a. Kegiatan Pembangunan Jembatan Wirasana - Kalikajar pada Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai pagu anggaran belanja modal sebesar Rp11.642.471.000,00 dibatalkan.
b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Lamuk - Bukateja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai pagu anggaran belanja modal sebesar Rp10.232.608.000,00 dibatalkan.
c. Beberapa paket pekerjaan pemeliharaan jalan dengan total anggaran lebih dari Rp10.000.000.000,00 diantaranya Pemeliharaan Berkala Jalan Sangkanayu - Kutabawa, Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Kutabawa, dan Pemeliharaan Berkala Jalan Bobotsari - Karanganyar.
d. Pembangunan GOR Tertutup pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan nilai pagu anggaran belanja modal sebesar Rp10.450.000.000,00 dibatalkan.
Mengingat peran APBD yang sangat vital salah satunya adalah fungsi alokasi yaitu bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian, maka kondisi APBD TA-2020 yang tertekan secara otomatis berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah.
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